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_ N DILAN AGAMA'Y
Sisternatik dan’ Garis-Garis Besar Isinya:

Oleh : Mohammad Daud Al

Pengesahan Und __ng-‘i’}ndang Pemﬁnéaza Agama
menempatkan Peradilan Agama -pata kedudy
kan yang- semakin mantap; sehagal peraﬁaian,
mandiri yang kedadukannya benar-benar telah
sejajar dan sederajai dengan Peradilan Umum, -
Peraditan Mititer. dan. Peradilan. Tata Usaha
Negara: . Dengan - ‘demikian : terlaksanaklah
ketemuan-ketemuan -falam. Endamg—’ﬁadang
pokolk. Kekuasam Kehakiman, teratama yang .
dasebutkan mda pasai 16 ayat I memgenaa ke-.

susmnan, _ kek_uasaan dau __h_a;kum acamnya.

Pendahuiuan =

Pada Kamls tanggai 14 Deseniber 1989 Rancangan Undang Undang o
Peradilan Agama disetujui oleh "Déwan Perwakilan Rakvat menjadi
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama. Lima
belas hari kemudian yaitu tanggal 29 Desember 1989, Undang-Undang
tersebut disahkan menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 oleh
Presiden, diundangkan pada’ tanggal yang sama oleh Menterl/ Sekretans'
Negara ‘dan dimuat dalam’ Lembaran Negara tahun 1989 nomor 49, .

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama itu merupakan penstlﬁ- o
wa penting bukan hanya'bagi pembangunan perangkat’ hukum nasional,
tetapi juga bagi-ummat Tslam di Indonesia. Sebabnya‘adaiah, dengan di-
sahkannya Undang-Undang itu ‘semakin mantaplah kedudukan Peradilan
Agama sebagai salah satu 'badan pelaksania kekunasaan kehakiman yang
mandiri di tanah-air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukam
Islam bagi pencari Keadilan yang’® beragama Islam miengenai perkara-" -~
perkara da bzdang perkawman kewansan was;at hlbah wakaf dan
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?egﬁdiiaﬂ Agama

Undang-Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundang-
kan itu, terdiri dari 7 bab.dan 108 pasal dengan sistematik sebagai berikut :
ng keuntungan umusm; Bab I sampai Bab I11 mengenai susunan

» IV tentang ‘hukum acara, Bab V ‘ketentuan-
ketentuan peralihan- dan Bab VII ketentuan:

Bab I tent

Bab _ lan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat
kedudukan dan pembinaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Agama. Dalam bab ini disebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi -
orang-orang yang heragama Islam, terdiri“dari (1) Pengadilan Agama
sebagai pengadila tingkat pertama dan (2) Pengadilan Tinggi-Agama -+~
sebagai dilan tingkat banding. Keduasduanya merupakan pelaksana -
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencarikeadilan yang beragama Islam
menge

al perkara perdata tertentu (vang disebut dalam Undang-Undang
itu). Pengadilan. Agama berkedudukan di ketamadya atau di ibukota
Kabupaten, sedang Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota
propinsi. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
pengadilan negara tertinggi. Pembinaan teknis peradilannya, karena itu,
dilakukan oleh Mahkamah Agung di bawah pimpinan Ketua Muda
Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama. Pembinadn "
organisasi, administrasi dan keuangannya, seperti halnya dengan badan-
badan peradilan lain, dilakukan oleh Departemen Teknis yaitu Departemen -~

Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama, .

A. Susunan dan Kekuasaan e

Susunan dan kek.uasaan'_Pgradilan. Agama disebut dalam Bab II dan. -
Bab 1II..Bab II mengatur susunan Pengadilan Asama dan Pengadilan
Tinggi _Aggma. Pada bagian p:gr_tan_né atay bagian wmum disebutkan bahwa
susunan Pengadilan Agama tediri dari pimpinan yakni seorang ketuadan - -
seorang wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. ...
Susunan. Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan yaitu seorang . .-
ketué,_,dan_ seorang wakil ketua, hakim tinggi (agama) sebagai hakim - .
anggqta,:_pas'gi_gtera_ dan sekretaris. Bagian kedua mengatur tentang syarat,
tatacara pepgangkaian dan pemberhentian ketua, wakil ketua, hakim, .
panit_e_r_é; dan jurusita Peradilan Agama. Untuk dapat diangkat ke dalam .. -
jabatah}_yang-ada dalam susunan Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan - -
Agama, secrang harus memenuhi syarat. Selain dari syarai-syarat umum-
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peninggalan tersebut. Dengan demikian kewenangan
2. di Jawa dan Madura serta sebagian bekas Residensi
n Timur mengenai perkara-perkara Kewarisan yang
oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1937, melaluj Undang-
dikembalikan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama, se-
nangan Pefgadilan Agama di Jawa, Madura dan di sebagian
tan dan Timur ity disamakan dengan kewenangan
daerah-daerah lainnya di Indonesia, Pasal 49 ayar
pasal demi pasal dinyatakan cukup jelas, Hanya,
disebutkan bahwa pihak sebelum berperkara
abangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan
alar an warisannya. Mempertimbangkan kemaslahagan ahli
is: Dalam mempertimbangkan'kemaslahatan ahli waris ,sebelum ber-
perkara, hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, -
bermusyawarah untuk mencapai kaia mufakat dalam menentikan per-
olehan masing-masing’ berdasarkan kerelaan, keikhlasan dan

i Hﬁkﬂm Acara A N T

Hukum acara diatur dalam Bab IV, Bagian pertama mengatur hal-hal
yang bersifat umum. Diantaranya disebutkan bahwa Hukum Acara yang
berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama ada.

lah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkung-

an Peradilan’ Umum,” kecuali yang telah diatur secara khusus dalam
Undang-Undang ini. Yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang
Peradilan Agama, disebutkan dalam bagian kedus vaitu pemeriksaasn seng-
keta perkawinan berkenaan dengan (a) cerai talak yang datang dari pihak
suami, (b) cerai gugat yang datang baik dari isteri maupun dari pihak
suami, dan {c) cerai dengan alasan zina, | g o EY / -
Kalau diperhatikan proses pemeriksazan sengketa perkawinan di Peng-
adilan Agama, jelas bahwa Undang-Undang ini berupaya melindungi dan
meningkatkan kedudukan wanita dengan memberikan hak yang sama ke-
pada isteri dalam memajukan gugatan serta melakukan pembelaan di
muka Pengadilan. Untuk melindungi pihak isteri, misalnya, gugatan per-
ceraian yang dimajukan pada suami (tergugat) tidak harus ditujukan ke )
Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat seperti yang telah men-
jadi prinsip dalam hukum acara perdata umum, tetapi dalam Hukum .
Acara Perdata Peradilan Agama ini gugatan itu ditujukan kepada peng-
adilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (penggu-
gat) bersangkutan, Sementara itu perlu dicatat pula bahwa di bagian per-
tama Bab V ini disebutkan : tiap penetapan dan putusan Peradilan Agama
dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan kara-
kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyebut-



U7 aturen yang menentukan ketergamuﬂ

umﬁlm,
3 alam meiaksanakan putusanny yang. tidak .
. pihak; ‘ferutama. ‘oleh _merex{a ang kaiah, ?engadﬂan Agama selaiu Ber-
..-.:.gan ing pada Pengadilan Dengan. kat ; idak ada:
aiam tubuhnya sendir putnsan' :

iknkuhkan oleh ’engadilan Umum tan i y
ketergantungan engadﬂan

: Agama kepada-?engaduan Megeri yang
' an. Madura, ‘diakhiri. Melalut

:'-_._?eradﬂan Umum te}ah terhapuskan E@mﬂ ?eradﬁan Ag'am"tldak lag1__-__:__
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seakan<akan ! peradilan semy ’--'tetapi-iela_h bcnér—benar menjadi peradil-
an ‘mandiri, - SR EHRAEE S TR R

‘Bab VI mengenai ketentuan peralihan. Dalam bab ini disebutkan antara
lain bahwa (1) semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan "
sebagai Badan Peradilan Agama-menurut Undang-Undang ini. Di selu- ™
ruh Indonesia Peradiian Agama itu berjumlah 321 buah, terdiri dari 303
Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tingzi Agama. Ketentuan peralih- "
an'ini_menyatakan_ pula bahwa (2) femua peraturan pelaksanaan yang telah
ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetsp berlaku sepanjang per-"
aturan:itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan selama ke--
tentuan baru berdasarkan ‘Undang-Undang ini belum dikelparkan., =

Bab VI tentang ketentuan penuiup. Dalam tsrakhir ing ditegaskan
bahwa pada saat mulai berlakunyz Undang-Undang Peradilan Agamaini,
semiua peraiuras tentang Peradilan-Agama di Jawa dan Madura, diseba-
hagiaan (bekas) Residensi Kalimantan Selatan dan Timur, dan di bagian
lain wilayah Republik Indonesia; dinyatakan tidak berlaku fagi. Dengan
demikian, terciptalah kesatuan hukum vang mengatur Peradilan Agama ™
di seiuruh Indonesi, sebagai penerapan Wawasan Musantara. Di samping
itu-dinyatakan juga bahws aturan mengenal pengukuhan yang disebu
dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tidak berlaku fagi.
Disebutkan pula dalam ketentuan penutup ini bahwa pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Isiam
yang dilakukan berdasarkan hukom Islam diselesaikan (juga) oleh
Pengadilan Agama, - e T -

. '?ézghéhaﬂ yang terjadi,

'Den'ga‘n diséhkén’nya Uhdang—Undang Pe;adiiéﬁ Agama ini, perubahan
penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama.
Diantaranya dapat disebut sebagai berikut : _

i. Peradilan Agama telah meniadi peradilan mandiri, kedudukannyz benar-benar

* telah ssjajar dan sederziat dengan Peradilan Umnum, Peradilan Militer dan
Peradilan Tatausaha Negara. . _ .

. _Nama, susunan, wwenang {kekuasaan) dan hukum acara Peradilan Agama telah
sama dan seragam diselurul Indonesia, Terciptanya unifikasi Hukum Acara
Peradilan Agama itu akan memudahkan terwujudnya keiertiban dan kepastian
hukurs yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Perlindungan tehadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain,
mermberikan hak yang samza kepada isteri dalam berproges dan membela
kepentingannya di muka Pengadilan Agama,

4, Lebih memantapican upaya penggalian berbagai asas dan kaedah hukurm Islam
melalui jurisprudensi sebagai salzh satu bahan baku dalam penyusunan dan
pembinzan hukum nasional.
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Tndang-Undang peradilan Agama ini,

entuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan
terutama yang discbut pada pasal 10 ayat (1) mengenai keduduk- -~

- Kehakiman, ter ) 1E
L ‘}g'xi_“‘Pé_rig__a_di_ian_"d‘alam'_ lingkungan Peradilan Agama dan pasal 12 itentang
~_susunan, kekuasaan dan (hukum) acaranya. = N s

" 6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara
s:e;k__g}i_gﬁs'__p’eg_xygwa_sgn ‘bhineka tungeal ika dalam bentuk IJndang-Undang
 Peradilan Agama, ST By TR

*:Kalau disepakati kehadiran Undang-Undang Peradilan Agama yang
telah’ lama ‘ditunggu-tunggu - ink sebagai® peristiwa’ penting *bagi pems:
bangunan: hukum nasional dan ummat: Islam indonesia, seperii dising-:
‘gung di pendahulyan, yang memungkinkan ummat Islam di negara ini,

melaksanakan ibadah umumnya dengan mentaati hukum yang menjadi =

‘bagian mutlak ajaran agamanya, maka-cara mensyukuri terjadinya.
' peristiwa penting itu, harusiah ditunjukkan ‘déngan perbnatan yang nyata.
Ini berarti pembinaan organisasi, adminisrasi dan keuangan Peradilan
- Agama yang menjadi tanggung jawab Departemen Agama, haruslah di-
usahakan sebaik-baiknya dengan berbagai-upaya, agar eksistensi (ke-.
beradaan) Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional kita, men-.
jadi lebih mantap naniinya. Demikian juga halnya derigan pembinaan
cknis-peradilan yang dilaknkan oleh Mahkamah Agung Bidang Lingkun-,
an Peradilan Agama, agar badan pencgak hukum Isiam ini dapat ber-
fn%;géi;:_sfébaga_im'an'a'_mestinya;;:}}aiam' ‘hubungan ini semua, kehadiran
Kompilasi Hakum Islam yang sudah disetujui oleh para ulama dan sarjana
hukum Islam Indonesia bulan Februari 1988, agaknya sudah saatnya di-
verlakukan secara resmi sebagai hukum material Peradilan Agama mela-
iui salah satu bentuk perundang-undangan dibawab undang-undang.
Dengan demikian, pemantapan eksistensi dan fungsionalisasi Peradilan
Agama sebagat salah satu unsur pelaksanazn kekuasaan kehakiman dalam

sistem peradilan nasional kita, menjadi lebih nyata.
Fungsionalisasi Peradilan Agama ini juga menjadi tanggung jawab

“hakim dan pejabat lain di lingkungan Peradilan Agama sendiri. Mercka | S

wajib meningkatkan mutu dan kemampuan diri serta bekerja secara lebih

- profesional dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan kepada mereka.

- Dengan kualifikasi ini, mudah-mudahan citra Peradilan Agama dapat di-
tunjukkan dalam rupa atau gambaran yang lebih baik dari keadaan sebe-
lum Undang-Undang Peradilan Agama hadir ditengah-tengah masyara-
kat Indonesia. Kesadaran berhukum Islam, terutama kesadaran berha-
tum kewarisan Islam ummat Islam Indonesia sendiri agaknya perlu di-
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tingkatkan melalui dakwah dan pendidikan. Yang terakhir ini-adalah tugas
pada da’idan ulama serta tugas para pengajar hukum Islam baik di ling—
~kungan‘Departermen Pendidikan dan Keébudayaan r__naﬁpqn di'-lingkur_zgan

Dgﬁar#ﬁ@en";ﬁga_iﬁa‘ Lo
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